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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan 

perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (BMN/D) serta Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, Penggunaan Barang Milik Daerah yang baik dalam mendukung tugas pokok 

dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat. Fokus 

penelitian pada, Perencanaan kebutuhan BMD ( RKBMD ), Pengadaan barang, 

Pemeliharaan dan pengamanan barang, Pelaporan administrasi BMD, 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap unsur pimpinan pada kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kasubag Tata Usaha dan Pengurus Barang 

. , teknik observasi  dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat validitas data. 

Analisis data dilakukan melalui model interaktif yang meliputi kondensasi data, 

penyajian data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kendala dalam hal 

penyusunan ( RKBMD ), Pengadaan Barang, Pemeliharaan dan Pengamanan 

Barang, yang sangat berpengaruh terhadap penyajian pelaporan  barang milik daerah 

pada Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat . Kurangnya koordinasi antara unit 

kerja dalam hal penyusunan rencana barang, pengadaan barang belum mengacu 

pada rencana kebutuhan daerah dan Ketidaksesuaian Waktu dalam Proses 

Pengadaan Barang, dalam Proses pengadaan sarana dan prasarana sering kali 

mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan jadwal perencanaan semula, 

Lemahnya Sistem pengawasan terhadap distribusi barang dari gudang ke masing-

masing bidang masih belum terdokumentasi secara ketat dan menyeluruh, 

Keterbatasan Alokasi Anggaran Pemeliharaan, dalam hal pengamanan belum 

tersedianya gudang penyimpanan yang memadai, kurangnya pemahaman 

menyeluruh dari sebagian personel terkait mekanisme dan prosedur pelaporan, 

sehingga data yang disampaikan terkadang belum lengkap atau belum sesuai 

https://www.google.com/search?q=Peraturan+Pemerintah+%28PP%29+Nomor+28+Tahun+2020&newwindow=1&sca_esv=9e0af5be28576de2&biw=1707&bih=771&sxsrf=ANbL-n7cJEetbYJ0A8AanOmZNgQnD42b-A%3A1775142043218&ei=m4TOabb6DKrZ4-EP-pDekAI&mstk=AUtExfAIJe1koqVuBzahIja1_Ng6BUKHCfNFMmEPCEBdClQo0HrGnaUToZRd0FO2RLzcg1hBOAzxkQA2yMbPTgCcKnGG6dNpg0TGYCjIn_8Naal9xBRPQidQFjLzDP-UbnA-Q7k-3fTIovsgdUYC_OGrnmLUtIRtIM67FqW1Z7Om0BefnWFJvdhKAS1DHttoM3mJ3FGQP4R4Pt9i-1OOpTXrAcU8T7g5b5uHtguk26BOr_Ibw14bFF03ipix8NYprPUhzoYjXi19tMyRuIJig-2DfckHtQA8OuiSUXmFYaarQNJSSA&csui=3&ved=2ahUKEwjqlLfAt8-TAxWv3jgGHUG5KGUQgK4QegQIARAB


dengan standar yang ditetapkan, oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi 

lintas bidang, peningkatan kompetensi SDM pengelola barang, serta sinkronisasi 

jadwal pengadaan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

Kata Kunci: Manajemen Aset, Barang Milik Daerah (BMD), RKBMD, Satpol PP 

  



SUMMARY 

 

This study aims to describe and analyze the implementation of Government 

Regulation of the Republic of Indonesia Number 27 of 2014 concerning the 

Management of State/Regional Property and Regulation of the Minister of Home 

Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional 

Property. Utilization is a form of empowerment of Regional Property to support the 

main duties and functions of the West Kotawaringin Regency Civil Service Police Unit. 

The research focuses on: BMD Requirements Planning (RKBMD), procurement of 

goods, maintenance and security of goods, BMD administrative reporting. 

The research method used was descriptive qualitative. Data were collected 

through in-depth interviews with leadership elements at the West Kotawaringin 

Regency Civil Service Police Unit office, consisting of the Head of the Civil Service 

Police Unit, the Secretary, the Head of the Administration Sub-Division, and the 

Property Administrator. Additionally, observation and documentation techniques were 

used to strengthen data validity. Data analysis was conducted using an interactive 

model that included data condensation and data presentation. 

The results of the study indicate that there are still many obstacles in terms of 

preparation (RKBMD), Procurement of Goods, Maintenance and Security of Goods, 

which greatly affect the presentation of regional asset reporting at the West 

Kotawaringin Regency Civil Service Police Unit. Lack of coordination between work 

units in terms of preparing the goods plan, procurement of goods does not refer to the 

regional needs plan and Time Inconsistency in the Goods Procurement Process, in 

the process of procuring facilities and infrastructure often experiences delays that do 

not comply with the original planning schedule, Weakness of the monitoring system 

for the distribution of goods from the warehouse to each sector is still not strictly and 

comprehensively documented, Limited Maintenance Budget Allocation, in terms of 

security, the unavailability of adequate storage warehouses, lack of comprehensive 

understanding of some personnel regarding reporting mechanisms and procedures, 

so that the data  

 

 



 

submitted is sometimes incomplete or does not comply with the established 

standards, therefore, it is necessary to strengthen cross-sectoral coordination, 

improve the competence of HR managers of goods, and synchronize procurement 

schedules to comply with the established planning. 

Keywords: Asset Management, Regional Assets (BMD), RKBMD, Satpol PP 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020  

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri No. 7 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, pemanfaatan merupakan suatu bentuk pendayagunaan Barang 

Milik Daerah yang dilakukan terhadap aset yang secara langsung digunakan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan 

pemanfaatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan 

penggunaan aset daerah tanpa mengubah status kepemilikan Barang Milik Daerah 

yang bersangkutan, sehingga aset tetap berada di bawah penguasaan pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undengan yang berlaku. 

Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Tahun 2023, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah yang bersifat berkembang dan memiliki tingkat kompleksitas 

yang cukup tinggi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Kondisi tersebut secara khusus terjadi pada Sekretariat, 

Subbagian Tata Usaha, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan administrasi 

dan penatausahaan Barang Milik Daerah. Permasalahan yang muncul terutama 

berkaitan dengan kewajiban SKPD dalam menyusun, mengelola, serta 

menyampaikan laporan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akurat, dan 

tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undengan yang berlaku. 

 

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya beberapa unit kerja yang belum 

sepenuhnya melaksanakan kewajiban pelaporan administrasi Barang Milik Daerah, 

baik dari segi kelengkapan data, ketepatan waktu penyampaian laporan, maupun 

kesesuaian dengan kondisi fisik barang yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

sistem dan mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah belum berjalan secara 

efektif. , keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap 

regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah, serta lemahnya 



pengawasan internal turut menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya 

pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah masih dijumpai berbagai permasalahan 

yang perlu mendapat perhatian serius dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, 

antara lain sebagai berikut: 

Pengurus barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum 

sepenuhnya menunjukkan tingkat penguasaan dan pemahaman yang optimal 

terhadap penatausahaan Barang Milik Daerah, khususnya yang berkaitan dengan 

proses pencatatan, pelaporan, serta pengendalian aset daerah. Kondisi tersebut 

diperparah dengan sering terjadinya perubahan nomenklatur SKPD, yang menuntut 

adanya ketelitian dan kecermatan yang lebih tinggi dalam melakukan pencatatan 

serta penyesuaian data Barang Milik Daerah agar tetap sesuai dengan struktur 

organisasi yang berlaku. 

Selain permasalahan tersebut, masih terdapat keterbatasan sumber daya 

manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, khususnya dalam penyusunan 

laporan keuangan dan laporan administrasi Barang Milik Daerah. Kebijakan 

pengelolaan aset daerah yang ada juga dinilai belum sepenuhnya mampu 

mengakomodasi seluruh kebutuhan dan dinamika pengelolaan Barang Milik Daerah, 

sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini berdampak pada 

penguasaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan aset daerah yang belum 

dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Permasalahan lainnya berkaitan dengan proses pengadaan barang yang 

belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(RKBMD). Kondisi tersebut menyebabkan pengamanan Barang Milik Daerah pada 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat belum didukung oleh 

penerapan sistem pelabelan melalui Kartu Inventaris Barang secara menyeluruh oleh 

pengurus barang. Akibatnya, data dan informasi Barang Milik Daerah menjadi tidak 

valid, masih ditemukan adanya barang yang secara administrasi tercatat namun 

secara fisik tidak dapat ditemukan, serta tidak didukung dengan dokumen 

kepemilikan yang sah dan lengkap.  Permasalahan pengelolaan Barang  Milik Daerah 

tersebut semakin diperparah dengan belum tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung berupa tempat penyimpanan atau gudang yang memadai. Ketiadaan 

fasilitas penyimpanan ini mengakibatkan Barang Milik Daerah menjadi mudah 



berpindah tangan, berpotensi hilang, serta rentan mengalami kerusakan, sehingga 

berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dan pengamanan aset daerah secara 

keseluruhan. 

Oleh karena itu Sebagai tindak lanjut dari berbagai permasalahan yang 

ditemukan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, upaya penyelesaian dan 

perbaikan harus segera dilakukan oleh seluruh pihak terkait, terutama pengurus 

barang dan SKPD yang bersangkutan. Meskipun kondisi pengelolaan aset daerah 

saat ini belum sepenuhnya optimal, langkah-langkah pembenahan dalam penataan, 

pencatatan, dan pelaporan perlu menjadi prioritas. 

Hal ini penting mengingat Barang Milik Daerah merupakan kekayaan milik 

pemerintah yang memiliki nilai strategis dan berfungsi sebagai sarana 

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pengelolaan yang tepat, aset daerah tidak 

hanya dapat diamankan dan dipelihara secara maksimal, tetapi juga dapat 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undengan. Pengelolaan yang baik juga merupakan bentuk amanah yang 

diemban pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat, sehingga setiap aset 

yang dimiliki dapat memberikan manfaat nyata dalam menunjang pelayanan publik 

dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. 

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat diketahui bahwa total aset tetap pada 

periode tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan adanya variasi nilai dari satu 

tahun ke tahun berikutnya. Perbedaan ini tidak semata-mata disebabkan oleh 

penambahan atau pengurangan aset secara fisik, melainkan juga dipengaruhi oleh 

adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang berdampak langsung 

terhadap pencatatan dan pengelompokan aset. Pada awalnya, seluruh aset tetap 

tersebut tercatat sebagai milik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran. Seiring berjalannya waktu dan adanya reorganisasi atau penyesuaian 

nomenklatur, aset tetap tersebut kemudian dicatat di bawah Satuan Polisi Pamong 

Praja. 

Perubahan nomenklatur tersebut menuntut dilakukannya penyesuaian dalam 

pencatatan administrasi, pengelompokan aset, dan sistem pelaporan yang 

digunakan. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pada nilai total aset tetap yang 

tercatat dari tahun ke tahun, meskipun secara fisik aset tersebut mungkin tidak 

bertambah atau berkurang. Dengan kata lain, perbedaan nilai total aset tetap lebih 



banyak dipengaruhi oleh aspek administratif dan prosedural, terutama terkait dengan 

penyesuaian nomenklatur dan klasifikasi aset, dibandingkan dengan perubahan 

jumlah atau kondisi aset itu sendiri. Kondisi ini menegaskan bahwa dalam 

menganalisis data aset tetap, perlu diperhatikan tidak hanya faktor penambahan atau 

pengurangan fisik, tetapi juga faktor administratif yang dapat mempengaruhi laporan 

keuangan dan inventarisasi aset daerah secara keseluruhan. 

Informasi Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peranan yang sangat 

pentingdalam penyusunan laporan keuangan daerah, khususnya pada laporan posisi 

keuangan (neraca). Hal ini disebabkan karena BMD secara langsung berkaitan 

dengan penyajian pos-pos keuangan yang material, antara lain persediaan, aset 

tetap, dan aset lainnya. Oleh karena itu, kualitas informasi BMD akan sangat 

memengaruhi tingkat keandalan, kewajaran, dan kelengkapan laporan keuangan 

daerah. Aset tetap sebagai salah satu komponen utama dalam neraca daerah 

merupakan bagian dari Barang Milik Daerah yang nilainya signifikan dan bersifat 

jangka panjang, sehingga memerlukan pengelolaan yang tertib, sistematis, dan 

berkelanjutan. Pengelolaan tersebut mencakup proses perencanaan kebutuhan, 

pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga 

pengamanan dan penghapusan aset. Apabila pengelolaan BMD tidak dilakukan 

secara optimal, maka berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyajian nilai 

aset tetap pada neraca daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undengan memberikan dampak yang 

signifikan terhadap kesempurnaa penyajian neraca daerah. Neraca daerah yang 

disusun secara andal dan akurat menjadi sangat penting karena digunakan sebagai 

dasar penilaian dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) setiap akhir tahun anggaran. Dengan 

demikian, tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah tidak hanya berkontribusi 

terhadap peningkatan kualitas penyajian neraca daerah, tetapi juga mendukung 

terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pemangku 

kepentingan serta mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

atas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di Kabupaten Kotawaringin Barat, memiliki peran strategis dalam 



pengelolaan BMD, terutama terkait tertib administrasi, pengawasan, dan 

pengendalian aset. Kondisi ini menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap 

pelaksanaan tugas pengurus barang di SKPD tersebut, termasuk tantangan yang 

mereka hadapi dalam menata, mencatat, dan memelihara aset tetap sesuai 

ketentuan. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Barang pada Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Kotawaringin Barat”, dengan tujuan untuk memahami kendala, 

praktik pengelolaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan 

Barang Milik Daerah di SKPD tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan pengelolaan BMD yang lebih 

tertib, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga turut mendukung kualitas penyajian 

laporan keuangan daerah dan pencapaian opini pemeriksaan yang lebih baik oleh 

BPK-RI. 

 

B. RUMUSAN MASALAH. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan suatu 

permasalahan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satpol 

PP Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan PP No. 28/2020 dan 

Permendagri No. 7 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

 

 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang 

Milik Daerah tersebut? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan Barang Milik Daerah pada 

Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dengan regulasi yang berlaku. 

2. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang didalam  pelaksanaan 

pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020  serta 



Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

D. MANFAAT PENELITIAN. 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Barang 

Milik Daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam 

pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, guna meningkatkan ketertiban 

administrasi dan kesesuaian dengan peraturan perundang -undengan yang 

berlaku. 

c. Manfaat bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan 

pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan serta 

meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan perangkat 

daerah. 

 


